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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan potensi penerimaan
negara bukan pajak dalam bentuk kompensasi data
informasi yang berasal dari pelaksanaan lelang Wilayah
Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus serta untuk  menjamin
kemampuan keuangan dan teknis pemenang lelang,
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai komponen
dalam penghitungan kompensasi data informasi serta
persentase nilai bobot hasil evaluasi prakualifikasi dan
penawaran harga lelang Wilayah Izin Usaha
Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Khusus;



Mengingat

bahwa untuk memberikan kepastian berusaha bagi
pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
khusus untuk pengangkutan dan penjualan, perlu
mengatur kembali hak dan larangan bagi pemegang Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan
pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6186);



Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5142);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 289);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian
Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN
PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Harga kompensasi Data informasi WIUP dan WIUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
c dihitung berdasarkan ketersediaan data dan
informasi.

(2) Besaran harga kompensasi Data informasi WIUP dan
WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sesuai dengan formula perhitungan harga
kompensasi Data informasi yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal atas nama Menteri.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18
WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya dengan cara Lelang kepada badan

usaha, koperasi, dan perseorangan.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 diubah sehingga
Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 25

Evaluasi dokumen dalam tahap prakualifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

huruf a dilakukan dengan:

a. meneliti kelengkapan persyaratan administratif,
teknis, dan finansial yang mutlak harus
dipenuhi peserta Lelang; dan

b. menilai persyaratan teknis yang meliputi
kelengkapan Data, kewajaran, dan kualitas Data
sebagai berikut:

1. pengalaman di bidang pertambangan
mempunyai nilai 20% (dua puluh persen)
dari nilai total bobot persyaratan teknis;

2. ketersediaan sumber daya manusia
mempunyai nilai 35% (tiga puluh lima
persen) dari nilai total bobot persyaratan
teknis; dan

3. rencana kerja mempunyai nilai 45% (empat
puluh lima persen) dari nilai total bobot
persyaratan teknis.

Panitia Lelang menetapkan peringkat calon

pemenang Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP

Batubara berdasarkan penjumlahan atas:

a. nilai bobot dari hasil evaluasi prakualifikasi;
dan

b. nilai bobot dari penawaran harga sesuai
dengan peringkat.

Bobot hasil evaluasi prakualifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai nilai

sebesar 40% (empat puluh persen).

Bobot penawaran harga sesuai dengan peringkat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

mempunyai nilai sebesar 60% (enam puluh

persen).



(5) Dalam mengevaluasi surat penawaran harga,
panitia Lelang dilarang mengubah, menambah,
dan mengurangi surat penawaran harga dengan
alasan apapun.

(6) Panitia Lelang menetapkan peringkat calon
pemenang Lelang sesuai dengan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) yang dituangkan dalam berita

acara Lelang.

4. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30A

(1) Dalam rangka  pelaksanaan Lelang WIUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan
ayat (2), Menteri membentuk panitia Lelang WIUPK
Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara.

(2) Ketentuan mengenai prosedur Lelang, evaluasi
dokumen tahap prakualifikasi, evaluasi penawaran
harga, nilai bobot hasil evaluasi prakualifikasi dan
penawaran harga, serta penetapan peringkat calon
pemenang Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP
Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap prosedur Lelang, evaluasi dokumen tahap
prakualifikasi, evaluasi penawaran harga, nilai bobot
hasil evaluasi prakualifikasi dan penawaran harga,
serta penetapan peringkat calon pemenang Lelang

WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara.

5. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 66

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk

pengolahan dan/atau pemurnian berhak:

a.

mengolah  dan/atau memurnikan  komoditas
tambang yang berasal dari pemegang:
1. IUP Operasi Produksi;
2. IUPK Operasi Produksi;
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian;
Izin Pertambangan Rakyat;
IUP  Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan lainnya;
6. KK; dan/atau
7. PKP2B;
membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam pemanfaatan sisa dan/atau produk samping
hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan
baku industri dalam negeri;
melakukan  pencampuran  produk  komoditas
tambang untuk memenuhi spesifikasi pembeli; dan
memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum
untuk mendukung kegiatan usaha sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 69

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk

pengolahan dan/atau pemurnian dilarang:

a.

melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari
hasil Penambangan yang bukan berasal dari
pemegang:

1. IUP Operasi Produksi;

2. IUPK Operasi Produksi;



3. IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian;
Izin Pertambangan Rakyat;
IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan lainnya;
6. KK; dan/atau
7. PKP2B;
b. memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, dan
IUJP; dan
c. mengalihkan IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurniannya kepada pihak

lain.

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 73
Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan berhak:
a. membeli, mengangkut, dan menjual komoditas
tambang mineral atau batubara dari pemegang:
1. IUP Operasi Produksi;
2. IUPK Operasi Produksi;
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian;
Izin Pertambangan Rakyat;
IUP Operasi Produksi  khusus untuk
pengangkutan dan penjualan lainnya;
6. KK; dan/atau
7. PKP2B; dan
b. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas
prasarana Pengangkutan dan Penjualan yang
meliputi stockpile, dermaga, atau pelabuhan khusus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 75

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk

pengangkutan dan penjualan dilarang:

a. melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan
komoditas mineral atau batubara yang bukan
berasal dari pemegang:

1. IUP Operasi Produksi;

2. IUPK Operasi Produksi;

3. ITUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian;
Izin Pertambangan Rakyat;
IUP  Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan lainnya;

6. KK; dan/atau

7. PKP2B; dan

b. melakukan Pengangkutan dan Penjualan atas
komoditas tambang mineral atau batubara, pada
wilayah lintas daerah provinsi dan/atau lintas
negara bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus
untuk  pengangkutan dan  penjualan yang
diterbitkan oleh gubernur;

c. membeli komoditas tambang mineral atau batubara
di mulut tambang;

d. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain;
dan

e. memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK,
[UJP, IUP Operasi Produksi khusus untuk

pengolahan dan/atau pemurnian.



. I

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Eivd,
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 528

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
/ & = KERALA BIRO HUKUM,




